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Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : §26/S-HP/XVIIL.SBY/05/2023 Yth. Bupati Situbondo
Lampiran : Dua Buku di
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Situbondo
Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun
2022

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022,
yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem
pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Situbondo Tahun
2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan
keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Kebijakan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan sehingga
mengakibatkan Bapenda menanggung pembayaran insentif pemungutan PBB-P2 pada
pemungut kecamatan dan desa Tahun 2021 Ilebih dari seharusnya sebesar
Rp206.250.000,00.

b. Pengelolaan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi,
Perindustrian, dan Perdagangan belum tertib sehingga mengakibatkan Piutang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah pada Diskoperindag sebesar Rp10.076.497.500,00
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berpotensi tidak tertagih dan penyelesaiannya berlarut-larut.

c. Pengakuan Nilai Investasi Permanen atas Perusahaan Daerah Banongan dan Pasir Putih
belum disajikan secara wajar sehingga mengakibatkan penyajian nilai investasi permanen
sebesar Rp10.065.856.373,13 tidak mencerminkan nilai senyatanya.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati

Situbondo, antara lain agar:

a. meninjau kembali Peraturan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2022 tentang tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar
mengacu kepada PP 69 Tahun 2010;

b. meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besaran tarif sewa ruko sesuai tarif
sewa yang wajar; dan

c. memerintahkan Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 56.A/LHP/XVIIL.SBY/05/2023 dan Nomor 56.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-
masing bertanggal 22 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Situbondo, kami ucapkan terima kasih.

AL/Ak., CA., CFrA., CSFA,
11291998031002
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